
 

BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

   

6.1 Kesimpulan dan Saran 

Pangan adalah kebutuhan primer yang harus dijamin oleh Negara. 

Melalui Perum BULOG, Negara berusaha untuk menjamin kebutuhan 

tersebut. Namun, dalam upaya mendistrupsi pasar, Perum BULOG hanya 

dapat menggunakan kewenangannya untuk menstabilkan harga pangan di 

tingkat produsen dan konsumen. Padahal, Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-

Undang Anti Monopoli memberikan keleluasaan kepada Negara untuk 

melakukan praktik monopoli, selama tidak bertentangan dengan apa yang 

diatur di dalam Undang-Undang Anti Monopoli itu sendiri. 

  Hasil analisis Penulis menunjukan bahwa Perum BULOG sebagai 

BUMN dapat dikecualikan dari UU Anti Monopoli berdasarkan Pasal 50 

huruf a dan 51 Undang-Undang Anti Monopoli. Namun, aturan yang ada di 

dalam Undang-Undang Pangan dan Peraturan Pemerintah mengenai Perum 

BULOG tidak mencerminkan adanya kewenangan tersebut, sehingga 

Perum BULOG tidak dapat melaksanakan ketahanan pangan nasional. 

Sebagai BUMN, seharusnya Perum BULOG dapat menjaga ketahanan 

pangan nasional. Maka dari itu, Penulis menyarankan agar aturan dari 

Undang-Undang Pangan serta Peraturan Pemerintah tentang Perum 

BULOG direvisi serta ditambahkan mengenai poin-poin tentang monopoli 

terhadap komoditi pangan. 
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